GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUK SUMATERA SELATAN

NOMOR: &1 /KITS/VII/ 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Memmbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa menindaklanjut: ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden

1.

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, penyelenggaraan Sistem  Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan oleh entitas
Akuntabilitas  Kinerja  untuk  melakukan  pencatatan,
pengelolaan dan pelaporan data kinerja di Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Penyclenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenguaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 80);




8. Peraturan Mentenn Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinera Utams i Lingkungan Instans: Pemenntah;

9. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan
Reformasi Birokrast Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor | 842);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencannan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerali, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembungunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312569);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian
Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1078);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomer 1078);

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 Nomor 1);




KESATU

KEDUA

16. Peraturan Daecrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang  Rencana
Pembangunan Jangks Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2020 10290 (Lembaran Daerah  Provinsi
Sumatera Sclatan Tabhun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Penvelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan
keanggotaan dan wuraiar tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Gubernur ini.

. Tim Penyelenggara Sistern Akuntabilitas Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Pengarah :

1.

menetapkan kebijjakan umum penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi
Sumatera Selatan;

. memberikan arahan dan dukungan kepada Tim dalam

melaksanakan tugasnya; dan

menetapkan keputusan strategis vang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

b. Ketua:

memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan
Tim sesuai dengin kebjjakan umum dan arahan dan
Penanggung Jawab Tim;

. memimpin pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan

Tim sesuai dengan kebijjakan umum dan arahan dan
Penanggung Jawab Tim; dan

melaporkan  hasil pelaksanaan tugas Tim kepada
penanggungjawab,

c. Wakil Ketua :

1.

membantu  ketua pelaksanaan tugas dan pengambilan
keputusan Tim sesuai dengan kebijakan umum dan arahan

dan Penanggung Jowab Tim;

membantu  ketua  pelaksanaan tugas dan pengambilan
keputusan Tim sesuai dengan kebijjakan umum dan arahan

dan Penanggung Jowab Tim; dan

membantu  ketua  dalam  pelaksanaan  tugas  dan
pengambilan  keputusan  Tim  sesuni  dengan  kebijukan
umum dan arahan dan Penanggung Jawab Tim.




d.

Bidang-bidang :

1.

Perencanaan Kineria

bertanggung jawal pada aspek perencanaan  kinerja
Pemerintah Dacrah vang meliputi :

a) kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
Rencana Pembongunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan
Perjanjian Kinerjo (PK) Gubernur Sumaltera Selatan;

b) kualitas perencanaan Perangkat Daerah Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan
Perjanjian  Kinerja  (PK) Perangkat Daerah serta
keselarasannya  dengan Dokumen  Perencanaan
Pembangunan Pemerintah Daerah;

¢) kualitas dan kelengkapan data masukan pada Aplikasi
Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan dan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan menu Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja); dan

d) kualitas dan kelengkapan data masukan pada Aplikas:
Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah {e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan menu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P), dan Kinerja.

. Pengukuran Kinerja :

Bertanggung jawab pada aspek pengukuran kinerja
Pemerintah Daerah meliputi :

a) kualitas pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan
kinerja Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran

yang ditetapkan,

b) validitas pengukuran kinerja Perangkat Daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama
(IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah;

c) kualitas data capaian kinerja Perangkat daerah dalam
mendukung kinerja sasaran Pemerintah Daerah | dan

d) kualitas dan kelengkapan data pada Aplikasi Elektronik
Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah
(e-SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan dan Data Upload
Perangkat Daerih,




1.1.

Pelaporan Kinerjn

Hertanggung  jawnhb  pada  aspek  pelaporan  Kinerja
Pemerintah Daerah vang meliputi :

a) kelengkapan data capaian kinerja Pemerintah Daerah
sesuai  dengan  dokumen perencanaan  pemerintah
Daerah vaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

b) kelengkapan data capaian kinerjn perangkat Dacrah
dalam mendukung sasaran kinerja Pemerintah Daerah;

¢) analisis capainn  kinerja Perangkat Dacrah dalam
mendukung sasaran kinerja Pemerintah Daerah; dan

d) menyusun capainn  Akuntabilitas Pemerintah  Provinsi
Sumatera Selatun pada Pelaporan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) Bab 11.3.

Evaluasi Kinerja :

Bertanggung jawab pada aspek evaluasi kinerja Pemerintah

Daerah yang meliputi :

a) evaluasi kualitss dokumen perencanaan Pemerintah
Daerah dan Perangkat Daerah;

b) evaluasi  secara  berkala  untuk  memastikan

penyelenggaraan perencaan, pelaksanaan, pengukuran
dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢) penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP) secara internal, baik pada tingkat
Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah; dan

d) memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut
dalam rangka perbaikan implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Pemenintah
Daerah dan Perangkat Daerah.

Penyediaan Insfrastruktur Digitalisasi E-Sakip :

a) penyediaan Insprastruktur dan Aplikasi e-SAKIP
mengelola, mengembangkan dan memelihara sistem
aplikasi berbasis teknologi informasi;

b) penyediaan dan  Instalasi  Sistem  membantu
memfasilitasi intcgrasi data antar Perangkat Daerah;

¢) keamanan Sistem dan Data;
d) pemeliharaan dian Dukungan teknis; dan
¢) pengembangan dan integrasi.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yth ;

s

Masa kerja Tim Penyelinggara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu sampai dengan Keputusan Gubernu ini dicabut,

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur tentang Tim Penvelenpeara Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanga Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Dokumen Pelaksinaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) pad: masing-masing Perangkat Dacrah serta
sumber lainnya yang sah 1dak mengikat.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwi segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinva apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Jesus:Z 2026

UR SUMATERA SELATAN,

i

ERMAN DERU

1. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl di

Jakarta

3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
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LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN OGUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR . @ JKPTS/ VI 2026

TANGGAL . iy Jemust| 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PEHYF,I.F:H{ iﬂﬁHﬂ
SISTEM AKUNTABILITAS KINER.IA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengarah

Ketua
Wakil Ketua

Bidang-bidang
1. Perencanaan Kinerja
al Ketun

b) Sekretaris

c] Anggota

2. Pengukuran Kinerja
a) Ketua

]I.

Gubernur Sumatera Selatan

2. Wakil subernur Sumatera Selatan
Sekretaris Dacrah Provins: Sumatera Selatan

Asisten Administrasi dan Umum Provinsi
Sumatera Selatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

1 &

1)
2)

3

Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan
Perencanaan Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daecrah Provinsi Sumatera
Selatan;

Kepala Bidang Perckonomian dan Pendanaan
Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

Kepaln Bidang Perekonomian dan Pendanaan
Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan
Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

KRepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Duerah Provinsi Sumatera Selatan

Kepad: Badan kepegawaian Daerah Provinsi
Sumalera Selatan



b) Sekretaris 1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Daernli Provinsi Sumatera Selatan

2} Sekretaris Badan Pengelolann Keuangan dan
Aset Tuierah Provinsi Sumatera Selatan

3) Sekreiaris  Kepada Badan  kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

¢} Anggota : 1) Kepali Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pembungunan Badan Perencanaan
Pembungunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;
2) Kepali Bidang Perckonomian dan Pendanaan
Pembungunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan,
3] Kepalu Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

4) Kepalu Bidang Perekonomian dan Pendanaan
Pembungunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

5) Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Seclatan

6) Kepala Bidang Informasi Kepegawaian,
Kinerja dan  Fasilitasi ASN  Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

7) Kepal: Sub Bidang Pengendalian dan
Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

8) Kepal: Sub Bidang Perencanaan Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan;

9) Kepala Sub Bidang Anggaran 1, 1l dan [l
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

10) Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah
Provins: Sumatera Selatan



3. Pelaporan Kinerja

a] Ketua

b) Sekretans

¢] Anggota

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera
Selatan

Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisas
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

I. Kepala Bagian Pembinaan Aparatur Setda
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi
Sekretariat  Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

3. Kepala Subbagian Akuntabilitas Biro
Orgenisasi  Sekretariat Daerah  Provinsi
Sumutera Selatan

4, Kepiola Subbagian Tatalaksana Pemerintahan
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

5. Kepala Subbagian Tatalaksana Pelayanan
Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

a) ketua
b) Sekretaris

¢) Anggota

Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

+ Irban Wilayah IV Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan

1) Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

2] Irban I, II, Il dan IV Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan;

3) Aparat Pengawas Interen  Pemerintah
Inspektorat Daerah  Provinsi  Sumatera
Selatan.

5. Penvediaan Insfrastruktur Digitalisasi E-Sakip :

a) Ketua

b) Sekretaris

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan



¢} Anggota

9.  Anggota

Kepaln Bidang Layanan e-Government Dinas
Komunikasi dan  Informatika  Provinsi
Sumatern Selatan

Kepaln Seksi Pengembangan Ekosistern e-
Government Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selatan

Sutrisno, M.Kom Pelaksana pada Dinas
Komunikasi dan Informatika  Provinsi
Sumatera Selatan

(Pejabat  di  lingkungan Provinsi  Sumatera
Sclatan) :

Kepali Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Selatun

Kepala Dinas Kesehatan Provinst Sumatera
Selatan

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera
Selatan

Kepals Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatun

Kepali Dinas Sosial Provinsi Sumalera
Selaten

Kepal: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera S

Kepaln Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sumatera Selatan

Kepal: Dinas  Perindustrian  Provinsi
Sumatcra Selatan

Kepala Dinas Kelautan dan Penkanan
Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Sumatera
Selatan

Kepali Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sumatera Selatan

Kepaln Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertannhan Provinsi Sumatera Selatan

e e I - =
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i,

&,

ad.

bb.

dd.

hh.

Kepaln  Dinns  Perumahan dan  Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
Kepals Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Tita Ruang Provins: Sumatera Selatan
Kepals Dinas Pengelola Sumber Daya  Air
Provinsi Sumatera Sclatan

Kepals Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera
Selatin

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinst Sumatera Selatan

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Sumatera Selatan

Kepala Dinas Kemunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins
Sumutera Selatan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Kepala Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan
desa Provinsi Sumatera Selatan

Badan Riset dan Inovasi Daecrah Provins:
Sumatera Selatan

Kepala Dinas  Perpustakaan Provinsi
Sumatera Selatan

Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera
Selatin

. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sumutera Selatan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan

Kepaln Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumiilera Selatan




1H-

ii. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumutera Selatan

il Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Selatan

kk.Kepala  Badan  Penghubung  Provinsi
Sumatern Selatan

Il. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda
Provinsi Sumatera Selatan

mm. Kepala Biro Pemerintahan dan otonomi
Daerih Setda Provinsi Sumatera Selatan

nn.Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Setda Provinsi Sumatera Selatan

oo. Kepula Biro Kesejahteraan Rakyat Setda
Provinsi Sumatera Selatan

pp-Kepala Biro Perckonomian Setda Provinsi
Sumaltera Selatan

qq. Kepila Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Sumatera Selatan

rr. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi Sumatera Selatan

ss. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

tt. Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan

uu.Dirextur Rumah Sakit Siti Faumah Azzara
Provinsi Sumatera Selatan




